PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 3o TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUS! IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

—

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan
sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan;

bahwa Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
merupakan salah satu retribusi  Kabupaten sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Rl Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah, karenanya dipandang periu untuk menggali fotensi
Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan
untuk pembangunan Daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di
atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan
Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara Republik Indonesia ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 );

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274),



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-Undang Rl Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3268),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  dilingkungan Pemerintah
Daerzah;



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan
Peraturan Daarah teritang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati
dibidang Perpajakan atau Retribusi sesuai peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha
fainnya.

. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan .

. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkoho! di
suatu tempat tertentu .

. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung
ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi
baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau
tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat
dengan ethano! atau dengan cara pengeceran minuman
mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 golongan, yaitu
Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C2HS50H)
1%(satu persen) s/d 5%, (lima persen) Golongan B minuman
beralkohol/ethanol (C2H50H) lebih dari 5% s/d 20% dan

Golongan C minuman berkadar alcohol/ethanol (C2H50H) lebih
dari 20% s/d 55% .



BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian
izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu
tempat tertentu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di :

a. Hotel,

b. Restoran;

c. Bar,

d. Klab Malam;

e. Diskotik;

f.  Supermarket dengan tempat/lemari terkunci;

g. Tempat/Agen;

h. Dan di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diberi izin
tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

BAB il
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis
tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya
penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman
beralkohol.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
survei lapangan, biaya transportasi dalam rangka
pengendalian dan pengawasan, biaya pengadaan tanda
pengawasan dan pembinaan.

6



